
1. Undang-Ondang Nemer 13 Tabun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 No.mor 82, Tambaban Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambaban Lembaran '4egara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae.rah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

bahwa unruk melaksanakan ketenruan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Namor 12 Tahun. 2017 ten tang Sadan 
Permusyawaratan Desa. perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TI.;~L.\N YANG MARA ESA 

PEDOMAN TATA CARA PE't ,'SJ.AN DAN PEMBERHENTlAN 
ANGGOTA SADAN ~lliSYAWARATAN DESA 

TAHON2019 NO MOR 

BL-P TI EPARA 

PROVINS: ~VI • .\ TENGAR 

PERATlJRA..' :a1.1PATI JEPARA 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN 

DAN PEMBERHENTlAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA. 

MEMUTUSKAN: 

Nomor 5587) sd:iagm:mana telah diubab beberapa kali terakbir 
dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua.Ata:s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pcmerinraban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5679); 

5. Peramran Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tabun 2014 Nomor 
123, Tarohahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 

5539) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peratnran Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tencang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten -Jepara Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Dae.rah 
Kabupaten Jepara Nomor 12, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 7); 

Menetapkan 



pemerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat dalaro 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa 
sebagal unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 

7. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintaban yang 
aoggotanya merupak:an wakil dari -penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat 
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban unruk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanak:an tugas dari Pemerintah dan Pemerlntah Daerah, 

9. Organisasi Perempuan Desa adalah kelompok kerjasama antara 
orang-orang perempuan yang dladak:an untuk mencapal tujuan 
bersama di dalam satu wilayah Desa. 

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarak:an oleh BPD untuk 
menyepakati ha! yang bersifat strategis. 

11. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah Panitia yang dibentuk 
oleh Petinggi untuk melaksanak:an proses pengisian BPD. 

12. Camat adalah pemimpln dan koordinator penyelenggaraan 

BAB! 

E.:.:1.=.1\-:UA.."i UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraruran Bu;iaz.: t::IJ ~.-ang dimaksud dengan: 
I. Daerah adal;;h aaao;,axeo Jepara. 
2. Bupau adalah Bupa.tiJepara. 

3. Pemermtah Daera.h adaJah Bupati sebagai unsur penyclenggara 
pemeriruahan daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan 
pemer.intaban yang mcnjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalab kesaruan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang unruk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepencingan masyarakat seternpat, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak: asal usul dan / atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

urusan 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 



BAB II 
PENG1SIAN ANGOOTA BPD 

Pasal 2 
(l) Petioggi membentuk panitia pengisian anggota BPD yang 

clitetapkan dengan Kepurusan Petinggi. 
(2) Tugas panitia sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) adalah 

sebagai berikut : 

a. menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD; 
b. mengajukan rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD 

kepada Petinggi; 
c. menetapkan jumlah anggota BPD; 
cl rnenetapkan wilayah pernilihan; 
e. menetapkan warga yang mempunyai hak pilih; 
f. melalrukan sosialisasi kepada masyarakat; 
g. .menerirna pendaftaran bakal calon anggota BPD; 
h, melaksanakan proses penjaringan bakal calon anggota BPD 

dan penyaringan calon anggota BPD; 
1. menetapkan calon anggota BPD terpilih; 
j. rnelaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Petinggi. 

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdirl atas unsur perangkat 
Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat pa.ling 
banyak 8 (delapan) orang. 

Pemcnnrahar. ,!a:: 3:::::p:-- !!n."'lli. mrnangani sebagian urusan 
ot.onomi dac.c..:.. daa mc:nyckoggarakan tugas umwn 
Pcmenntahan.. 

13. Pengawasan ~ Petinggi adalah proses monitoring dan 
evaluasi BPD terhadap pelaksanaan rugas Petinggi. 

14. Laporan Keterangao Penyelengga.raan Pemerintahan Desa yang 
selanjutnya disingkal. LKPPD atau yang clisebut dengan nama 
lain adalah laporan Petinggi kepada BPD atas capaian 
pelaksanaan tugas Pctinggi dalarn satu tahun anggaran. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerinmh 
Desa 

16. Harl adalah hari kalender, 

5 5 •• ~ pelimpahan kewenangan 



Bagian Kesatu 
Tahapan Persiapan 

Pasal 4 
(1) Petinggi memberitahukan kepada anggola BPD akan 

berakhi.mya rnasa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 

BAB Ill 
TAHAPAN 

Pasal 3 
Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan : 
a. persiapan; 
b. pendaftaran balon; 
c. pernilihan; 
d. penetapan dan peresmian; 

a. tokoh agama, 
b, toknh adat; 

c, t.Okoh pendid1kan,dan 

d. tokob masyarasat lainnya. 

(5) Petinggi dan BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pengisian 
Anggota BPD. 

(6) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD terdiri dari : 
a. ketua merangkap anggota; 
b. wakil kerua merangkap anggota; 
c. sekretaris merangkap anggota; 
d. anggota. 

171 Panitia Pengisian Anggota BPD tidak dapar dicalonkan menjadi 
Anggota BPD, dan apabila dicalonkan menjadi Anggota BPD, 
maka yang bersangkutan harus mengundurkan dirl clari 

kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sarna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(8) Conteh format Keputusan Petinggi tentang Pembentu.kan 
Panitia Pengisian Anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terisahkan dari 
Peraturan Bupati ini 

(4) Unsur ma.sya;-ab: 19e":i?ym:vrna cfunaksud pada ayat (3) 

merupakan valil , .. ,, rJ..~..h pernffiban yang meliputi antara 
lain. 



Pasal 6 

(1) Sakal calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang tegub dan mengamalkan Pancasila, 

me)aksaoakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahon IQ4S. s'"""' mrm""rt"h"nlran ..lo~ 

Bagian Kedua 
Paragraf l 

Pendaftaran Bakal Calon 
Pasal 5 

(11 Pendaftaran bakal caloo anggota BPD dilaksanakan selaroa 7 
(tujuh) hari. 

(2) Bakal calon anggota BPD didaftarkan oleh : 

a. wilayah pemilihan menda.ftarkan bakal calon anggota BPD 
paling banyak 4 (empat) kali kebutuhan/kuota anggota BPD 
dari wilayah pemilihan tersebut kepada Panitia Pengisiao 
Anggota BPD tingkat Desa dilengkapi dengan Berita Acara 
musyawarah perwakilan. 

b. Organisasi perernpuan yang ada di Desa menda.ftarkan bakal 
calon anggota BPD darl unsur perempuan paling banyak 2 

(dua) orang perempuan disertai dengan berita acara 
musyawarab pengurus dan Surat Keputusan Kepengurusan 
Organ:isasinya. 

(31 Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, diikuti oleh perwakilan dari RT/RW atau Dukuh di 
wilayah pemilihan masing-masing. 

(enam) bulan sebell.= berakh:irnya roasa jabatan dengan 
tembusan Bupao dan Camat, 

(2) Petinggi memheno •k Panitia Pcngisian Anggota BPD. 
(31 Paoiria sebaga1roaaa diroaksud ayat (2) melaksaoakan 

penjaringan dan peayarmgan ca.Jon anggot.a BPD dalam jangka 
waktu 6 (enamj bulan. 

(4) Panitia Pengisian Anggota BPD membagi Desa menjadi suaw 
wilayah pernilihan, 

(5) Wilayah pemilihan sebagaimaoa dimaksud ayat (4) dapat 
berbentuk RT/gabungan RT, atau RW/gabungan RW, atau 

Dukuh/ gabungan Dukub. 



Paragraf 2 

Penelitian Persyaratan Bakal Calon 
Pasal 7 

(1) Setelah selesai pendaftaran bakal calon, Panitia Pengisian 
Anggota BPD melaksanakan penelitian persyaratan 
administrasi, 

(2) Panitia Pengisian Anggota BPD dalam melaksanakan penelitian 
persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan 
administrasi persyaratan pencalonan. 

(3) Bakal calon harus memenuhi kelengkapan dan keabsahan 
persyaratan adminisrrasi, 

(4) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administraai 
adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal 
calon, meliputi: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dinyatakan 

dengan surat pemyataan bermaterai cukup; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Uodang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika yang dinyatakan dengan surat 
pemyataan bermaterai culrup; 

memelihara h---.:..:han :',egara Republilc lndonesia dan 
Bhinneka l•mgg;, r, ,; 

c. berusia P"®£ :-=dab 20 (dua puluh) tahun atau 
sudahfpcrnh -,c:mpb· 

d. berpeudidiiam paJmg rendah tamat sekolah menengah 
pcn:ama a.tau ~krajat/sctara; 

e, bu.k:an sebagai penmgkat Pemerintab Desa; 
f. bersedia dicaJonkao menjadi anggota BPD; 
g. berrempar tmggal di wilayah pemiliban; 
h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 
L bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pernilihan Desa 

yang bersangkutan apabila sudah. diangkat menjadi anggota 
BPD; dan 

j. tidak pemah menjadi anggota BPD tiga kali masa jabatan 
berturut-turut atapun tidak berturut-nrrut, 



Pasal 8 
(1) Baka! calon yang telab memenuhi kelengkapan dan keabsaban 

persyaratan admioistrasi ditetapkan menjadi calon dengan 
berita acara Panitia Peogisian Anggota BPD. 

(2) BakaJ caJon aoggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon 
anggota BPD apabila mengundurkan diri maka diberikan sanksi 
tidak diperbolehkan lagi menjadi bakal calon pada periode 
pemillhan anggotaBPD yag akan datang. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tereantum dalam Lampiran vm yang merupakan bagian tidak 
ccrpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

d. berpendidi)mn pa:mg rendah tamat sekolah menengah 
penama ataU sedera.JaL yang dibuktikan dengan foto copy 
ijazah; 

e. bukan sebagai perangkal Pemerintah Desa yang dibuktikan 
dengan sw:at pemyataao bermeterai cukup; 

I, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dinyatakan 
dengan surat pemyataan bermaterai cukup; 

g. bertempat tingga) di wilayab pemilihan yang dibuktikan foto 
copy e-KTP atau surat keterangan pengganti e-KTP dari 
Dinas Kependudukan dao Pencatatan Sipil; 

b. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Desa 
yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota 
BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 

cukup;dan 
k. Surat pemyataan berrnaterai cukup yang berisi lidak pernah 

menjadi anggota BPD tiga kali masa jabatan berturut-turut 
atapun tidak berturut-turut, 

(5) Contoh format surat pernyataan bakal calon anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf e, 
huruf r, huruf h dan huruf k sebagaimana tercanrum daJam 
Larnpiran U, Lampiran ill, Lampiran JV, Larnpiran V, Lampiran 
VI dan Lampiran Vll yang merupakan bagian tidak terpisabkao 
dalam Peraturan Bupati ini 

Jrelahiran azac stmal 01 -:ab; 

c. berusia pa=, .era-, 2CI dl.:a puluh) tahun atau 
sudah perr:=b :::-em.rah yang d.ibuktikan dengan akta 



Pasal 12 
Unsur masyarakat dari keterwakilan perempuan sebagaimana 
dimak:sud dalam Pasal 11 ayat (l) huruf a paling banyak: 2 (dua) 

Pasal 11 
(1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD diatur 

sebagai berikut : 
a. peserta musyawarah perempuan memilih anggota BPD dari 

unsur perwakilan perempuan yang didaftarkan oleh 
organisasi perempuan di tingkat Desa; 

b. pescrta musyawarah laki-laki memilih anggota BP.D dari 
unsur keterwakilan wilayah. 

(2) pemilihan anggota BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dilakukan per wilayah pemilihan. 

Pasal 10 
(1) Panitia mengundang unsur rnasyarakat untuk melakukan 

musyawarah perwakilan memilih anggota BPD 
(2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwakili oleh unsur masyarakat antara lain : 
a. Petinggi; 
b. BPD; 
c. Ketua LKMD/LPMD; dan 
d. Perwakilan RW yang terdiri dari ketua RT, ketua RW dan 

tokoh masyarakat paling banyak 5 (lima) orang masing­ 
masing RW. 

e. perwakilan perempuan paling banyak 10 (sepulub) orang 
untuk masing-masing wilayah pemilihan. 

£. calon anggota BPD; 
g. Panitla Pengisian Anggota BPD 

Tahapan Pcmilihan 
PasaJ 9 

Anggota BPD suaru Desa diarur sebagai berikut : 
a. l orang dari unsur perempuan dan; 
b. sisanya merupakan wakil wilayah dari masing-masing wilayah 

pemilihan. 

~. 1.·-­ = &>CD '"""'~ 



Pasal 15 
(1) Anggota BPD sebelwn memaagku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan 
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang dirunjuk. 

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: 
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Sadan 
Pennusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur­ 
jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam 

Bagian Keempat 
Penetapan dan Peresrnian 

Pasal 14 
(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian 

Anggota BPD kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. 

(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana climaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasll pemilihan 
anggota BPD dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk 
diresrnikan oleh Bupati. 

(3) Bupati meresmikan anggota BPD maksimal 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterbitkan Surat Keputusan. 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana climaksud pada ayat (3) mulal 
berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota 
BPD. 

?asa! 13 

(1) Calon anggota 3PD ~ .;rialah ca1on anggota BPD yang 

memperoleb snara urlJanyak dari masmg-masing wilayah 
pemilihan dan da.~ unsur perempuan yang ditetapkan dengan 
berita a.cara pamci" pengisian anggot:a BPD. 

(2) Apahila t.erdapa1 calon anggota BPD yang rnemperoleh suara 

terbanyak !ebih dari 1 (saw) dan bclum diperoleh calon terpilih 
sesuai dengan kuota yang ditentuka.n, maka bagi yang 

memperoleh nilai sama dilakukan pemilihan putaran kedua 
yang diikuti oleh calon yangperolehan suara nya sama 

(3) Berita acara sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat dalam 
Larnpiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini 



Pasal 17 
(I) Anggota BPD berhentikarena: 

a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentfkan. 

BABrV 

PEMBERHEN111AN ANGGOTA BPD 

Pasal 16 
(1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak 

pengucapan sumpah/janji. 
(2) Masa jabatan anggota BPD paling banyak 3 (Liga) kali berturut­ 

turut atau tidak berturut-turut, 
(3) Anggota BPD yang telah melaksanakan Sumpah/Janji 

mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

mengamaDam cca . • , e- abankan Pancasila sebagai dasar 
nega. a. <!= oa...--.z say-a akan menegakkan kebidupan 
demokrasi csn .. -~adang Dasar Negara Republik 
lodones1a "."= _,,.....5 serta melaksana.lran sega1a peraturan 

perundang- 1:::d11t1l§!C c.cngan selurus-lurusnya yang berlaku 

bagi Dcsa. Daerab dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". 
(3) Pcngucapan s=pah 'janJ1 jabatan anggota BPD didampingi 

oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing. 
(4) DaJam pcngucapan sumpah/janji sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (l), anggota BPD yang beragama: 
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah"; 
b. Kristen Protestan dan Kristen Katollk, diawali_dengan frasa 

"Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan Irasa 

"Semoga Tuhan menolong saya"; 

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";dan 
d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". 
e. Khonghucu "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang 

Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca 
Khung Ce), Dipermuliakanlah. 

(5) Setelab pengucapan sumpah/janji sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan 
sumpah/ janji. 



flll"ln ht-mr11 t1Rn 

(4 Camar menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati paling lama 7 (tujub) hari sejak dlterimanya usul 

Pasal 18 

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleb pimpinan BPD 
berdasarkan basil musyawarah BPD kepada Bupati melalui 
Petinggi dan Camat. 

(2) Petinggi menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujub) hari sejak 
cliterimanya usul pemberhentian. 

(31 Apabila pimpi:nan BPD dalam jangka waktu 14- [empat belas) 
hari tidak mengusi 1Jkan pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Petinggi dapat mengusulkan pemberhentian 
anggota BPD kepada Bupati meJalui Camat dengan disertai 

ii .. --u persyaratan annurustratu. 

(2) Anggota B?O rube ·e j}:,r, sebagaimana diroaksud pada ayat 

(1) huruf c, apat;.la- 
a. berakhir masa 'a:angg.)taan 

b. ndak dapat melaksaoaitau tugas secara berkelanjman atau 

berhalangan tetap scca.ra berrurur-rurut selama 6 (eoam 
bulan tan pa keterangan apapun; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 
d. tidak melaksanakan kewajiban; 
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 
f. melanggar sumpah/janjijabatan dan kode etik BPD; 
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebib; 

b. tidak menghadiri rapat paripuma dan/atau rapac BPD 
lainnya yang menjadi rugas dan kewajibannya sebanyak 6 
(enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi l (satu) Desa 
baru, pemekaran atau pengbapusan Desa; 

J, bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau 
k. ditetapkan sebagai bakal calon Petinggi dan/atau haka, 

calon perangkat Desa. 



mPnannilnrhn tiiri Ahn1 titiAI< IAIJi mpmpn, ihi svarat sPh:11rni 

(5) Bupati wee< Jn:::. ~ anggota BPD paling lama 
30 (nga p-..t!uh b!ri sepk direrimanya usu! pemberhentian 

anggoca BPD 
(6) Pues11111m pcmher1J£11!?!!:!l anggota BPD sebagaimana climaksud 

pada ayat [5t cbtet...ih:an dengan Keputusan Bupati. 

PasaJ 19 

(l} Persyaratan admmrstratff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayar (3"1 berupa Beata Acara hasil Musyawarah Desa yang 
dibadiri paling scdikit 2/3 dari jumlah undangan dan dlsetujm 
50 % (Iima putuh persen) dimmbah 1 (satu] jumlah undangan 
yang hadir. 

(2) Peserta Musyawarah Dess sebagaimana dimaksud ayat (1) 
antara lain terdiri dari : 
a. Petinggi; 
b. BPD; 
c. ketua LKMD /LPMD; 
d. perwakilan RW yang terdiri dad ketua RT, ketua RW dan 

tokoh masyarakat paling banyak 5 (lime) orang masing­ 
masing RW;dan 

e. perwakilan perempuan paling banyak 10 (sepuluh) orang 
untuk masing-masing wilayah pemiliban. 

Pasal20 
(1) Anggota BPD diberhentikao sernentara oleh Bupati setelah 

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap 

keamanannegara. 
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan semeotara 

berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan 
pemberhentian sebagai pimpinan BPD. 

(3) Dalam hal pimpinao BPD diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin 
rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu. 

Pasal 21 
(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon 

anggota BPD oomor urut berikutnya berdasarkan basil 
pernilihan anggota BPD. 

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berlkutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 



Pasal 23 
(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa 

masajabatan anggota BPD yang digantikannya. 
(2) Masajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung l 

(satu) periode. 

Pasal 22 

(1) Paling lama 7 (rujuh) had sejak anggota BPD yang 
diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Pctinggi menyarnpaikan 
usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 

diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. 
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggora 

BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan narna calon 
pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati. 

(3) Bupati meresmikao calon pengganti anggota BPD menjadi 
anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 [tiga 

puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota 
BPD dari Petinggi. 

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana climaksud ayat (2) mulai 
berlaku sejak pengambilan surnpah/janji dan dipandu oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan surnpah/janji. 

calon anggora BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor 

urut berikutnya. 

(3) Apabila ca1on anggota BPD antarwaktu dari keterwakilan 
perempuan sudah babis, maka pengisian anggota BPD 
ancarwaktu kembali ke mekanisme sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1) buruf a. 

(4) Apabila caloo anggota BPD antarwaktu dari keterwakila:o 
wilayab sudab habis, maka pengisian anggota BPD 
antarwaktu kembali ke rnekanisme sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruI b. 



Pasal 26 
(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) clipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara langsung dalam rapat BPD yang cliadakan secara 
khusus. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Pernilihan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD 

a. l (satu) orang ketua; 
b. l (satu) orang wakil ketua;dan 
c. l (satu) orang sekretaris. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemcrintahan Desa dan 

Pembinaan Kemasyarakatan; dan 
b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 
(4) Bidang sebagaimana climaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 

ketua bidang; 
(5) Pi.mpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota 

BPD. 

Pasal25 
(1) Kelembagaan BPD terdiri atas: 

a. pimpinan; clan 

b. bidang. 
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

Bagian Kesatu 
KelembagaanBPD 

BABV 
KELEMBAGAAN BPD 

:?asa1 2il 

(1) Pengganmm ~ anggota BPD tidak dilaksanakan 
apahila szsa = jabs.tan anggota BPD yang cligantikan 
kurang dari 6 rnarnj bulan. 

(2) K.tmlggotaan BP.D sebagai.mana climaksud pada ayai (1) 

kosong sampa:! berakhimya masa jabatan anggota BPD. 



Pasal28 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD 

diangkat l (satu) orang teoaga star administrasi BPD. 
(2) Tenaga star administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditunjuk da.ri Perangkat Desa yang diberi tugas tambahan 
sebagai star adrnioistrasi BPD. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari 
unsur star. 

(41 Tenaga staf administrasi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab kepada Petlnggi. 

BAB VI 
STAF ADMINISTRASI BPD 

Bagian Kesatu 
Tenaga star Administrasi 

Pasal 27 

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan 
BPD. 

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnulai 

berlaku setelah mendapatkan pengesahan Carnat atas nama 
Bupati, 

(2) Rapat peroilibao pimpinao BPD dan ketua bidaog 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dao dlbantu oleh anggota 
termuda, 

(3) Rapat peroiliban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal pengucapan sumpah/jaoji. 

(4) Rapar pemilihan pimpinan dan/atau kerua bidang berikutnya 
karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin 
oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan 
kesepakatan pimpinan BPD. 



Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakac 
Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operaaional pelaksanaan rugas dan 
fungsinya dari APBDes. 

penyelenggaraan Pemeriorahan 
Desa; 

b. menyatakan peodapat etas penyelenggaraan Pemerintahan 

dan kcterangan ten tang 
Desa kepada Pemerintah 

rneminta a. mengawasi 
BPD berhak: 

Bagian Kesatu 
HakBPD 
Pasal 31 

BABVIJ 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 

Pasal 30 

Staf administrasi BPD mempunyai tugas sebagai berlkut : 
a. rnelaksanakan administrasi BPD; 
b. melaksanakan ad:ministrasi keuangan BPD; 
c. menyusun risalah rapat BPD; 
d. mendokumentasikan kegiatanBPD; dan 
e. melaksanakan tugas lain yang dibecikan BPD 

Bagian Ketiga 
Tugas Staf Administrasi BPD 

Bagian Kedua 
Hoaorarium Smf Administrasi BPD 

Pasal 29 
(1) Honorarium stai admimstrasi BPD dibebankan pada APBDes 

melalui Operasional BPD. 
(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setiap bulan dengan besaran dibawah tunjangan 
anggora BPD. 



Paragraf 3 
Biaya Operasional 

Pasal 34 

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 
APBDes. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 

digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas 
BPD. 

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana diroaksud pada ayar (2) 

dengan memperhatikan komponen keburuhan operasional dan 
kemampuan Keuangan Desa. 

Paragraf2 
Pernyataan Pendapat 

Pasal 33 
(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan 

keputusan BPD. 
(2) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara 
cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pernerintahan Desa. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam 
musyawarah BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan hasil musyawarah BPD. 

pelaporan dan terhadap perencanaan, pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Paragraf 1 
Pengawasan 

Pasal 32 
(11 BPD melakukan pcngawasan melalui monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan rugas Petinggi. 
(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) 



Pasal 37 
( l) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan 
anggota dalaro kelcmbagaan BPD. 

Pasal 36 
(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh 

tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayaL (1) 
hurufe. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan 
lainnya. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan Iungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan tunjangan kinerja. 

ru Anggora BPD berha.k: 

a. mengajukan usu! rancangan Peraruran Desa: 
b. mengajukan pet tanyaan; 

c, menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. memilih dao dipilib; dan 

e. mendapat runjangan dari APBDes. 
(2) Hale anggota BPD sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huru:f a 

sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. 
(3) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD berhak; 

a. memperoleh pengembangao kapasitas melalui pendidikan 
dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan 

kunjungao lapangan seperti studi banding yang dilakukan 
di dalam negeri. 

b. Memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi 
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 

(4) Penghargaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 
berupa antara lain piagarn, piala, dan/atau penghargaan 
lainnya. 

Eiak Anggota BPD 
Pasa.135 

3-agza:o Ked:J1a 



Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuban Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkead.ilan 
gender dalam penyelenggaraan Pernerintahan Desa; 

c. mendahulukan kepentingan umu:m di atas kepentingan 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 40 

Pasal39 
Penghargaan puma tugas kepada anggota BPD sesuai kemampuan 
keuangan Dess paling banyak Rpl.000.000,- (satu juta rupiah) 
dan diberikan 1 (satu) kali. 

Pasal 38 

(lJ Tunjangan kinerja sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 36 ayat 
(4), dapat diberlkan dalam hal terdapat, pcnambahan beban 
kerja. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari Pendapatan Asli Dess dari pengelolaan aset 
Desa. 

(3) Penambahan beban kerja sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 
adalah pelaksanaan kerja di luar tugas pokok dan fungsi BPD. 

(4) Tunjangan kinerja BPD diatur lebih Lanjut dengan Peraturan 
Desa. 

(21 Besaran ~ a;g 5iCi"IF!gairn:ana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar Rp3C)OJX'O.- - rarus nl>u rupiah) sarnpai dengan 
Rpl.000.000,- se:::. _-:;a rapiabl per bulan yang bersumber dari 
APBDcs 

(31 Besaran mn;en:g:an la:durlukan BPD sebagaimana cilmaksud 
pad.a aya.:. f21 a:pabila ditambah Pengbasilan Tetap (Siltap) 
Petinggi dan ?crang,kat Desa melebihi alokasi 30% (tiga puluh 
persenl bela.nja APBDes maka besaran tunjangan BPD 
menyesuaikan kemampuan keuangan Desa. 



j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 
operasional. BPD secara tertulls Jrepada Petinggi unruk 
dialokasikao dalam Rancangan APBDes; 

k mengelola biaya operasional BPD; 

Desa mempelopori penyelenggaraan Pernerintahan 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. menyusun peraruran tata tertib BPD; 
1. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 

insidentil kepada Bupati melalui Camat; 

BPD berwenang: 
a. mengadakao perternuan dengan masyarakat untuk 

mendapatkan aspirasi; 
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 

Desa secara llsan dan tertulis; 
c. mengajukan raocangan Peraturan Desa yang rnenjadi 

kewenangannya; 
d. melaksanakan monitoring dan evaluasl kinerja Petinggi; 
e. mem.inta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa; 
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaraan Pernerintahan Desa serta 

Bagiao Keempat 
Wewenang BPD 

Passi 41 

pribadi. kelompck, dan ratau golongan; 
d, mengbormati nilai sosial budaya clan adat istiada.t 

masyarakar Desa: 
e. menjaga norma dan etika deism bubungan kerja dengan 

lembaga. Pemerintah Cesa dan lembaga desa lainnya; dan 
[. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaraan Pernerintahan Cesa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemecintahan yang baik. 



BAB VIIT 
Laporao Kinerja BPD 

Pasal43 
(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan 

tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

deogan sistematika: 
a. dasar hukum; 
b. pelaksanaan tugas; dan 
c. penutup. 

Anggota BPD dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum, meresabkan sekelompok 

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau 
golongan masyarakat Desa; 

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisrne, meoerima uang, 
barang, dao/atau jasa dari pihak lain yang dapar 

memeogaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilaknkaonya; 
c. menyalahgunakan wewenang; 
d. melanggar sumpah/janji jabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai Petinggi dan atau perangkat 

Desa; 
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

jabatan lain yang dltentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan; 

g. sebagai pelaksana proyek Desa; 
b. meojadi pengurus partai politik;dan/atau 
L menjadi anggota dao/atau pengurus organisasi terlarang. 

Bagian Kelima 
Larangan Anggota BPD 

Pasal 42 

Kelemha.,a '11 :Jies?. t:e ;:e=a Petmggi; dan 

m. melakuan la:.:I ::r;.gan apada masyarakai dalam rangka 

mooitD:irn:: d.an ~~ penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 



BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 
Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALrHAN 

Pasal 45 

Anggota BPD yang sudab ada sebelum diundangkannya 
Peraruran Bupati Ini tetap melaksanakan rugas sampai selesai 
masa jabatannya. 

Pasal44 
(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 43 ayat (3) digunakan 

Bupati untak evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan 
pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 
(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum 

musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(3) merupalcao wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

BPD kepada masyarakat Desa. 

(3) Laporan kincrja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan seeara tertUlis kepada Bupati melalui Camat serta 
disampalkan kcpada Pctinggi dan forum musyawarab Desa 
secara tertulis dan atau lisan. 

(4) Laporan kinerja BPD sebagairnaoa dimaksud pada ayat (1) 

disampaikao paling lama 4 (empat) buJan setelah selesai tahun 
anggaran. 

(5) Contoh format laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud 

terdapat daJam Lampiran X yang merupakan bagian tldak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 



BERlTADAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR .~!l 

EDY SUJATMTKO 
-- 

KAB~::PARA, 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 23 Mei 2019 

Pit. BUPATI JEPARA 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 23 Mei 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penempacannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal 47 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Mengingat 

PETINGGI , 

a. bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian 
Anggota Sadan Peanusyawaratan Desa, dinyata.kan bahwa 
peagisian anggota BPD dila.ksana.kan oleb panitia yang 
ditetapkan dengan Keputusan Petinggi; 

b. bahwa di Desa .. .. . ... . Kecamatan . .. .. .. .. .. . a.kan dilaksana.kan 
pengisian anggota BPD sehingga perlu dibentuk Panitia 
Pengisian Perangkat Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan 
Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota 
BPD Kecamatan Kabupaten Jepara; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

Menimbang 

PEMBENTUKAN PANITIA PENG!SlAN ANGGOTA . 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN .. 

KABUPATEN JEPARA 

TENTANG 

KEPUTUSAN PE1lNGGI . 

KABUPATEN JEPARA NO MOR TAHUN . 

KOP PETINGGI (GARUDA) 

CONTOH FORMAT KEPUTOSAN PETINGGl TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 

PENGISlAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

LA.\fPIRAN I PERATURAN BUPATl JEPARA 

NOMOR : 28 Tahuu 201 9 

TANGGAL : 23 Me_i 2019 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana relah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Uadang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terak.hlr dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pel.aksanaan Undang Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

7. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nornor 7); 



PETINGGl ....•........................ 

Ditetapkan di (Desa) 
pada tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Semua biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
......... Tahun Aoggaran , Swadaya Masyarakat 
dan. pihak ketiga yang sah dan tidak men gikat. 

Togas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah : 
a Menyusun jadwal pelaksanaan peogisian anggota BPD; 
b. Mengajukan rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD 

kepada Petinggi; 
c Menerapkan jumlah anggota BPD; 
d Menetapkan wilayah pemilihan; 
e. Menetapkan warga yang mempunyai hale pilih; 
( Melakukan sosialisasi kepada masyarakat; 
g. Meoerima pendaftaran bakal calon anggota BPD; 
h, Melaksanakan proses penjaringan bakal calon anggota BPD 

dan penyaringan calon anggota BPD; 
L Menetapkan calon anggota BPD terpilih; 
j. Melaporkan basil pengisian anggota BPD kepada Petinggi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud Dikturn 
l(.EDUA, Panitia Penglsian Anggota BPD bertanggungjawab kepada 
Petinggi. 

Membenwk Panitia Peagi:sian Anggota BPD . 
Kecamatan .....•••••...•.• Kabupatea Jepara dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini 

MEJ.'UTUSKAN: 

KELI MA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



or 

Plt. BUPATI JEPARA 

WAKIL BUPATI, 

PETINGGI .. 

.................................. ggota 

ggota 

10. 

11. 

1. Kerua 

Sekretaris 

NAMA 

............................. 

No. KETERANGAN KEDUDUKAN 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENG1SIAN ANGGOTA 

.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. 

KECAMATAN . 

KABUPATEN JEPARA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN PETINGGI ....•...•.. 

NOMOR : TAHON . 

TANGOAL: . 



Pit. BUPATI JEPARA 

WAKIL BUPATI, 

Materai I 

Yang membuat 
pernyataan, 

• • • o • o o o I. o o I oo o o of 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuban persyaratan pencalonan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa, 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kcpada Tuhan Yang 
Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut. 

Nama 
Tempattanggallahir 
Jeniskelamin 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG 

MAHAESA 

L-.\MPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 28 Tahu.n 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



Pit. BUPAT! JEPARA 

WAKIL BUPATI, 

Materai I 

Yang rnembuat 
pernyataan, 

• • • ••' •' • • • ••'•••'I 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
untuk dapat digunakan sebagai bukti pemeouhan persyaratan pencalonan 
anggota Sadan Pennusyawaratan Desa. 

Meoyatakan dengao sesungguhnya, bahwa saya akao memegaog teguh dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, mempertahankao dan mernelihara keutuhan Negara Kesa:tuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Dea. 

·······-···-·-······································· Pekerjaao 
Alamat 

.......... ·-. -- -- - . Na.ma 
Tempattanggallahir 
.Jeniskelamin 

Yang bertanda tangan di bawab .ini : 

SURAT PERNYATAAN 
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASrLA, 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK!NDONESIA TAHUN 
1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELlliARA KEUTUHAN 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
DAN BHJNNEKA TUNGGAL 1KA 

LAMPIRAN ID PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR : 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



DlAN KRIS lANDl 

PLt. BUPATI JEPARA 

WAKlL BUPATl, 

Materai I 

Yang membuat 
pernyataan, 

•••••I ••o o o o o o o o o 'J 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
unruk dapat digunakan sebagai bukti pemenuban persyaratan pencalonan 
anggota Badan Permusyawaratan Dcsa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai Perangkat 
Desa Kecamat.an Ka bu paten 
Jepara. 

. .. . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Nama 
Tempatt:anggallahir 
Jeniskelamin 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda rangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATMN 
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA 

LAMP[RAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



DIAN 

Pit. BUPATl JEPARA 

WAKIL BUPATI, 

Matemi I 

Yang membual 
pernyataan, 

• •••••••••••••••• 'I 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya 
untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan 
menjadi Anggota Sadan Permusyawaratan 
Desa Kecama.tan Kabupaten Jepara. 

Nama 
Tempat tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Pekerjaan 
Ala mat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
BERS ED IA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

1:..AMPIRAN V PERATURAN BUPATJ JEPARA. 
NO MOR 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



Plt. BUPATI JEPARA 

WAKJL BUPATf, 

Mntemi I 

Yang membuat 
pernyataan, 

. ' 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
untuk dapat dlgunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal 
tetap di wilayah desa setempat apabila sudab diangkat menjacll Anggota Badan 
Perrnusyawaratan Desa. 

Nama 

Tempat tangga] lahir 
Jeniskelamin 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATMN 
BERSEDIA BERTEMPAT TIN GOAL TETAP or WJLAY AH DESA SETEMPAT 

APABILA SUDAH DIANOKAT MENJADI ANGGOTA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

LAMPIRAl'- VI PERATURA.N BUPATI JEPARA 
NOMOR 28 TahUIL 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



Pit. BUPATI JEPARA 
WAKIL BUPAT1, 

Mah:rai I 

Yang membuat 
pernyataan, 

. , 

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
untuk dapat digunakan sebagai bukti pernenuhan persyaratan pencalonan 
anggota Sadan Permusyawaratan Desa. 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadl 
anggola Sadan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten 
Jepara tiga kali masa jabatan berturut-turur ataupun tidak berturut-turut. 

Nama 
Tempat tanggal lahir 
Jenis kelamin 

Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK PERNAH MENJADl ANGGOTA SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

TlGA KALI MASA JABATAN BERTURUT-TURUT 
ATAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT 

LAMPIRAN VTI PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 

r 



DIAN KRIST 'ANDI 

Pit. BUPATJ JEPARA 

WAKIL BUPATI, 

SEKRETARIS KETUA 

PANITIA PENGISlAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
KECAMATAN 

J •••••••••••••••••••••••• 

Demikian Serita Acara ini dibuat dalam rangkap ( ) 
yang rnerniliki kekuatan bukum yang sama, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Kecamatan Kabupaten -Jepara, telah me.lakukan penelitian 
terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Badan 
Peonusyawaratan Desa ..... , dengan basil sebagaimana terlampir. 

Pada hari ini, tanggal.. bulan tahun 
dua ribu , kami Panitia Pengisian Badan Pecmusyawaratan Desa 

BERITA ACARA 
PENELITJAN PERSYARATAN ADMJN!STRASI SAKAL CALON 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KOP PANlTIA PENGLSIAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA 

CONTOH FORMAT BER!TA ACARA PENELTTIAN PERSYARATAN 
ADMlNISTRASI SAKAL CALON ANGGOTA SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

LAMP!RAN VIll PERATURAN BUPATIJEPARA 
NOMOR : 26 Tehuo 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



DIAN 

Pit. BUPATI JEPARA 

WAKILBOPATI, 

SEKRETARIS KETUA 

PAN!TlA PENGISlAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. 
KECAMATAN 

, . 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalarn rangkap ( ) 
yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan 
sebagaimana rnestinya. 

No Na.ma Jumlah Suara 
1. 
2. 
3. 
dst., ............... 

Kecamatan Kabupaten -Jepara, telah melakukan 
musyawarah perwakilan untuk memilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
.......................................... , dengan hasil 

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun 
dua ribu , kami Panitla Pengisian Bad.an Permusyawaratan Desa 

BERITA ACARA 
CALON ANGGOTA SADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPIL!H 

KOP PANITIA PENGISlAN SADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA 

CONTOH FORMAT BE:RITA ACARA CALON ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH 

LAMPIRAN IX PERA TURAN BUPA TI JEPARA 
NOMOR 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Me:i 2019 



KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISL 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum 
B. Dasar Hukum 

BAB Il PELAKSANAAN TOGAS 
A. Penggalian Aspirasi Masyarakat 
B. Penampungan Aspirasi Masyarakat 
C. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 
D. Penyaluran Aspirasi Masyarakal 
E. Penyelenggaraan Musyawarab BPD 
F. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 
G. Pembentukan Panitia Pemilihao Petinggi 
8. Peoyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan 

Petinggi Antar waktu 
I. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Petinggl 
J. Pengawasan Kinerja Petinggi 
K. Evaluasi LKPPD 
L. Bubungan Kerja Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 

Lainnya 
M. Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain BPD 

BAB ill PENUTUP 
A. Kesimpulao 
B. Saran dan Masukan 

CONTOH S!STEMATlKA LAPORAN KlNERJA BPD 

LAMPlRAN X PERATURAN BUPATJ JEPARA 
NOMOR 28 Tahun 2019 
TANGGAL : 23 Mei 2019 



NO. Kegiatan Rincian Kegiatan Banyaknya/ 
Jumlah 

1 2 3 4 
I. Menggali Aspirasi a. 

Masyarakat b. 
c. 

2. Menampung Aspirasi a. 
Masyarakat b. 

c. 
3. Mengelola Aspirasi a. 

Masyarakat b. 
c. 

4. Menyalurkan Aspirasi a. 
Masyarakat b. 

c. 
5. Menyelenggarakan a. 

Musyawarah BPD b. 
c. 

6. Menyelenggarakan a. 
Musyawarab Desa b. 

c. 
7. Mernbentuk Panitia a. 

Pemilihan Petinggi b. 
c. 

8. Menyelenggarakan a. 
Musyawarah Desa b. 
Khusus Untuk Pemilihan c. 
Petinggi Antar Waktu d. 

e. 
9. Membahas dan a. 

Menyepakati Rancangan b. 
Peraturan Desa bersama 
Petinaai c. 

10. Melaksanakan a. 
Pengawasan terhadap b. Kineria Petinzzi 

11. Melakukan Evaluasi a. 
LKPPD 

FORMAT RrNCIAN LAPORAN KlNERJA BPD 

CONTOH LAPORAN BPD 



D 

Pit. BUPATI JEPARA 

WAKJ BUPATI, 

( ) 

TTD 

KETUA BPD . 

1 2 3 4 
12. Menciptakan a. 

Hubungan Kerja yang b. 
Harmonis dengan c. 
Pemerintah Desa dan 
Lernbaga Desa 
Lainnva 

13. Melaksana.kan Togas a. 
Lain Yang diatur b. 
dalam Ketentuan c. 
Peraturan Perundang- 
Undane.an 


